
BUPATI KARIMUN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN BUPATI KARIMUN 

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa dal am rangka pelaksanaan dari am anat Peraturan Daerah 
Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, 
perlu diatur ta ta  cara dan petujuk pelaksanaan pajak restoran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dim aksud dalam 
hu ru f a, perlu m enetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pajak Restoran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1981 Nomor76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 49, Tam bahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaim ana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 42, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuan tan  Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 181, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 
2008 tentang Perubahan Ketiga a tas Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, 
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, 
Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

6 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049).

8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Pem ungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tam bahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 3, 
Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PAJAK RESTORAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. P em erin tah  D aerah  a d a lah  P em erin tah  D aerah  K ab u p aten  K arim un.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4t Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun selanjutnya disebut B ad an  

P en d a p a tan  D aerah  adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Karimun.

5. K epala B ad an  P e n d a p a tan  D aerah  a d a la h  K epala  B ad a n  P e n d a p a tan  
D aerah  K ab u p a ten  K arim un.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan 
Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
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7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai u n su r penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk 
oleh DPRD Kabupaten Karimun dengan persetujuan bersam a Kepala 
Daerah.

9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karimun atau  Badan yang 

diserahi wewenang dan tanggungjawab sebagai pemegang Kas Kabupaten 
Karimun.

11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi a tau  badan yang bersifat 
m emaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak m endapatkan 
imbalan secara langsung dan digunakan u n tu k  keperluan Daerah bagi 
sebesar-besam ya kem akm uran rakyat.

12. Badan adalah sekum pulan orang d a n /a tau  modal yang m erupakan 
kesatuan, baik yang m elakukan u sah a  m aupun yang tidak m elakukan 
u sah a  yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha  milik negara (BUMN), atau  badan u sah a  milik daerah 
(BUMD) dengan nam a dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkum pulan, yayasan, organisasi m assa, 
organisasi sosial politik, a tau  organisasi lainnya, lembaga dan bentuk 
badan lainnya term asuk kontrak investasi kolektif dan bentuk  u sah a  tetap.

13. Pajak Restoran adalah pajak a tas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia m akanan d an / atau m inum an dengan 

dipungut bayaran, yang m encakup juga rum ah m akan, kafetaria/pujasera, 
kantin, waning, bar, dan sejenisnya term asuk ja sa  boga/katering.

15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi a tau  Badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pem ungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah.

17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak un tu k  menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak 
terutang.

18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun  kalender, 
kecuali bila wajib pajak m enggunakan tahun  buku yang tidak sam a dengan 
tahun  kalender.

19. Sistem pem ungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan 
kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan 
serta menyetorkan pajak terhutang.

20. Sistem Self Assesm ent adalah suatu  sistem dim ana Wajib Pajak diberi 
kepercayaan u n tu k  mengitung sendiri pajak yang terhutang.

21. Sistem Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah 
suatu  sistem dim ana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan m enetapkan 
jum lah pajak terhutang pada awal suatu  m asa pajak dan pada akhir m asa 
pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan su ra t ketetapan pajak 
rampung.

22. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu  saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, a tau  dalam bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah.

23. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, 
adalah su ra t yang oleh Wajib Pajak digunakan u n tu k  melaporkan 
penghitungan d a n /a tau  pembayar an pajak, objek pajak d a n /a tau  harta  
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah.
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24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau  penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir a tau  telah dilakukan dengan cara lain ke Kas 
Daerah melalui tem pat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati .

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah 
su ra t ketetapan pajak yang m enentukan besam ya jum lah pokok pajak yang 
terutang.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPD KB, adalah su ra t ketetapan pajak yang m enentukan besam ya jum lah 
pokok pajak, jum lah kredit pajak, jum lah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besam ya sanksi adm inistratif dan jum lah pajak yang telah 
ditetapkan.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam bahan, selanjutnya 
disingkat SKPDKBT, adalah su ra t ketetapan pajak yang m enentukan 
tam bahan a tas jum lah pajak yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, 
adalah su ra t ketetapan pajak yang m enentukan jum lah pokok pajak sam a 
besam ya dengan jum lah kredit pajak atau  pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB, adalah su ra t ketetapan pajak yang m enentukan jum lah kelebihan 
pembayaran pajak karena jum lah kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau  seharusnya tidak terutang.

30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah 
surat u n tu k  m elakukan tagihan pajak d a n /a tau  sanksi adm inistratif 
bem pa bunga d an /a tau  denda.

31. Surat Keputusan Pembetulan adalah su ra t keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, d a n /a tau  kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tam bahan, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, a tau  Surat 
Keputusan Keberatan.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah su ra t keputusan a tas keberatan 
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tam bahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, a tau  terhadap 
pemotongan atau pem ungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pajak.

33. Putusan banding adalah pu tusan  badan peradilan pajak a tas banding 
terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Pembukuan adalah suatu  proses pencatatan yang dilakukan secara teratur 
u n tu k  mengumpulkan data  dan informasi keuangan yang meliputi harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jum lah harga perolehan 
dan penyerahan barang atau jasa , yang ditutup dengan m enyusun laporan 
keuangan bem pa neraca dan laporan laba rugi un tu k  periode tahun  pajak 
tersebut.

35. Pemungutan adalah suatu  rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data  objek dan subjek pajak atau  retribusi, penentuan besam ya pajak atau 
retribusi tern tang sampai kegiatan penagihan pajak atau  retribusi kepada 
Wajib Pajak atau  Wajib Retribusi serta  pengawasan penyetorannya.

36. S istem  Inform asi M anajem en P e n d a p a tan  D aerah  a d a la h  p e ra n g k a t 
d a n  s istem  in fo rm asi P a jak  D aerah  da lam  b e n tu k  a p a p u n  y an g  d a p a t 
m e n g h u b u n g k a n  se c a ra  la n g su n g  d en g an  p e ra n g k a t d a n  sistem  
inform asi d a ta  tra n s a k s i u s a h a  d a n  p em b ay aran  P a jak  D aerah  
d a lam  b e n tu k  a p a p u n  y an g  dim iliki oleh W ajib Pajak.
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37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan un tu k  mencari, mengumpulkan 
dan mengolah data d an /a tau  kewajiban perpajakan daerah berdasarkan 
Peraturan Daerah ini.

38. S u ra t P a k sa  a d a lah  s u ra t  p e rin ta h  m em b ay ar u ta n g  P a jak  d a n  b iaya 
p en ag ih an  Pajak.

39. Bon Penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti 
pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak pada saa t mengajukan 
pembayaran m akanan d a n /a tau  m inum an kepada subjek pajak.

40. Perforasi Bon Penjualan (Bill) adalah legalisasi bon penjualan dengan cara 
memberi tanda belupa lubang atau cap tertentu.

BAB II
PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu 
Pendaftaran Wajib Pajak

Paragraf 1 
Penerbitan NPWPD

Pasal 2

(1) W ajib P ajak  R esto ran  w ajib m e n d a fta rk a n  d iri k e p a d a  B ad an  
P e n d a p a tan  D aerah  u n tu k  m e n d a p a tk a n  NPWPD.

(2) P en d afta ran  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  ay a t (1), d ila k u k a n  d en g an
cara:
a. P e n g u sa h a  R e s to ra n /p e n a n g g u n g  jaw ab  a ta u  k u a sa n y a  m engam bil, 

m engisi, d a n  m e n a n d a ta n g a n i fo rm ulir p e n d a f ta ra n  y an g  d ised iak an  
oleh B ad an  P e n d a p a tan  D aerah ;

b . fo rm ulir p e n d a f ta ra n  y an g  te la h  diisi d a n  d ita n d a ta n g an i 
d isam p a ik an  k e p a d a  B ad an  P e n d a p a tan  D aerah , d engan
m elam p irk an  :
1. fotokopi Id en tita s  Diri (K T P/SIM /Paspor) P e n g u sah a

R esto ran  /  p en an g g u n g  j  aw ab  /  p en erim a  k u a sa ;
2 . s u ra t  k e te ran g a n  m u la i be ro p erasi d ari W ajib Pajak; d a n
3 . Akte Pendirian Perusahaan (untuk badan usaha).

(3) D alam  h a l W ajib P a jak  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), tid ak  
m en d a fta rk a n  diri, K epala B ad an  P e n d a p a tan  D aerah  s e c a ra  ja b a ta n  
m en erb itk an  NPWPD b e rd a sa rk a n  d a ta  y an g  d ipero leh  a ta u  dim iliki 
oleh B ad an  P e n d a p a tan  D aerah .

P arag ra f 2
P enghapusan  NPWPD 

P asal 3

(1) B ad an  P en d a p a tan  D aerah  d a p a t m e la k u k an  p e n g h a p u sa n  NPWPD, 
apab ila:
a. W ajib P ajak  d a n /a ta u  P e n g u sah a  R e s to ra n /p e n a n g g u n g  jaw ab  

/p e n e r im a  k u a sa n y a  m e n g a m b il/a h li w arisn y a  m en g a ju k an  
p e rm o h o n an  p e n g h a p u sa n  NPWPD jik a  W ajib P a jak  s u d a h  tid a k  
m em en u h i p e rsy a ra ta n  su b y ek tif d a n /a ta u  p e rsy a ra ta n  obyektif;

b. W ajib P a jak  b a d a n  d iliku idasi k a re n a  p e rh e n tia n  a ta u  
p en g g ab u n g an  u s a h a (merger)',

c. W ajib P ajak  b e n tu k  u s a h a  te ta p  m en g h en tik an  k eg ia tan  u s a h a  di 
D aerah;

d. w an ita  y an g  s u d a h  m em iliki NPWPD d a n  m en ik ah  ta n p a  m e m b u a t 
p e ija n jia n  p e m isah a n  a k ta  d a n  p enghasilan ;
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e. B adan  P e n d a p a tan  D aerah  m enggangap  p e rlu  u n tu k
m e n g h a p u sk a n  NPWPD dari w ajib  p a jak  y an g  s u d a h  tid ak  
m em en u h i p e rsy a ra ta n  su b y ek tif d a n  obyektif s e su a i dengan  
p e ra tu ra n  p e ru n d a n g -u n d a n g a n  p e rp a jak an .

(2) W ajib P ajak  p rib ad i m eninggal d u n ia  d engan  tid a k  m eninggalkan  
w ar is a n  d a n  tid a k  m em punyai ah li w aris a ta u  ah li w aris  tid a k  d a p a t 
d item u k an  a ta u  W ajib P ajak  tid a k  m em p u n y ai h a r ta  k ek ay aan .

(3) B adan  P en d a p a tan  D aerah  d a p a t m en g ab u lk an  a ta u  m eno lak  
p erm o h o n an  p e n g h a p u sa n  NPWPD seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  ay a t
(1), d a lam  ja n g k a  w ak tu :
a. 6 (enam) b u la n  u n tu k  W ajib P ajak  o ran g  p ribad i; a ta u
b. 12 (dua belas) b u la n  u n tu k  W ajib P ajak  b a d an , se jak  tanggal 

p erm o h o n an  d ite rim a  sec a ra  lengkap.
(4) B ad an  P en d a p a tan  D aerah  d a p a t m e la k u k an  p em erik saan  te rh a d a p  

p erm o h o n an  seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  ayat(l).
(5) A pabila BADAN PENDAPATAN DAERAH tid a k  m em beri s u a tu  

k e p u tu sa n  da lam  ja n g k a  w a k tu  seb ag a im an a  p a d a  a y a t (3), m a k a  
p erm o h o n an  p e n g h a p u sa n  NPWPD d ianggap  d ik ab u lk an .

Bagian Kedua 

Masa Pajak 

Pasal 4

Masa pajak Restoran berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak yaitu 1 (satu) bulan 
takwin, kecuali wajib pajak menggunakan tahun  pajak yang tidak sam a dengan 
tahun takwin.

BAB III
PEMBAYARAN, PELAPORAN, DAN KETETAPAN PAJAK 

B agian  K esatu  

P em b ay aran  Pajak  T ern  tan g  

P asal 5

(1) W ajib P ajak  m em bayar a ta u  m enyeto r Pajak  yang  te ru ta n g  d engan  
m en g g u n ak an  SSPD a ta u  p em b ay aran  se c a ra  online  m ela lu i ap likasi 
Pajakon/ine.

(2) Pembayaran Pajak terutang un tu k  Pajak Restoran dilaksanakan paling 
lam batl5  (lima belas) hari setelah berakhim ya m asa pajak.

(3) A pabila b a ta s  w ak tu  p em b ay aran  ja tu h  p a d a  h a ri lib u r a ta u  h a ri yang  
di lib u rk an  m a k a  b a ta s  w ak tu  p em b ay aran  ja tu h  p a d a  h a ri k e ija  
beriku tnya .

(4) P em bayaran  P ajak  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), d ilak u k an  
p a d a  k a s  D aerah  a ta u  B e n d a h a ra  P en erim aan  B ad an  P e n d a p a tan  
D aerah  a ta u  B ank  lain  yang  d itu n ju k  oleh B upati.

(5) A pabila p em b ay aran  m a sa  P ajak  te ru ta n g  d ila k u k a n  se te lah  ja tu h  tem po 
p em b ay aran  seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  ay a t (2), W ajib P ajak  
d ik en ak an  sa n k s i a d m in is tra s i b e ru p a  b u n g a  k e te rla m b a tan  se b e sa r 2 % 
(dua p e rse ra tu s) seb u la n  u n tu k  ja n g k a  w ak tu  pa ling  lam a  24  (d u a  p u lu h  
em pat) b u la n  d a n  d itag ih  d en g an  STPD.
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Bendahara Pengeluaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib 
menyetorkan Pajak Restoran a tas nam a Wajib Pajak dari setiap kegiatan yang 
m empergunakan dana APBD yang berkaitan dengan belanja 
m akan/m inum /katering  dan sejenisnya ke Kas Daerah Kabupaten Karimun 
atau  melalui Bendahara PenerimaBadan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Karimun.

P a sa l 6

B agian  K edua 

P elaporan  

P asal 7

(1) Setiap Wajib Pajak Restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, 
lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak a tau  Penanggung Pajak serta 
menyampaikannya ke Badan Pendapatan Daerah

(2) SPTPD seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), d isam p a ik a n  p a lin g  lam a  
tanggal 15 (lima belas) b u la n  b e rik u tn y a .

(3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dim aksud pada ayat (2) h am s disertai 
lampiran dokumen berupa:
a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
b. bon penjualan (bill) a tau  s truk  cash register;
c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (jika membayar terlebih dahulu).

(4) A pabila b a ta s  w ak tu  p en y am p aian  SPTPD ja tu h  p a d a  h a r i  lib u r  a ta u  
h a ri y an g  d ilib u rk an , m a k a  b a ta s  w a k tu  p en y am p aian  SPTPD ja tu h  
p a d a  h a ri k e ija  berik u tn y a .

(5) SPTPD d ianggap  tid a k  d isam p a ik a n  ap ab ila  tid a k  d ita n d a ta n g a n i oleh 
W ajib P ajak  a ta u  P enanggung  Pajak.

(6) Selain m en y am p aik an  SPTPD d en g an  c a ra  seb a g a im a n a  d im ak su d  
p a d a  ay a t (1), W ajib P a jak  d a p a t m en y am p aik an  SPTPD sec a ra  
e lek tron ik  d engan  m en g g u n ak an  E lek tron ik  S u ra t P e m b eritah u an  
P ajak  D aerah  (E-SPTPD).

(7) D ikecualikan  dari k e te n tu a n  seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  a y a t (3) d a n  
ay a t (5), dal am  h a l W ajib P ajak  m en y am p aik an  SPTPD se c a ra  
e lek tron ik  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (6 ).

P asal 8

1) Wajib Pajak dengan kem auan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah 
disampaikan, dengan menyampaikan su ra t pem yataan tertulis kepada Kepala 
Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) tahun  sesudah berakhim ya m asa pajak atau  tah u n  pajak, 
sepanjang belum dilakukan tindakan Pemeriksaan.

2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang m engakibatkan u tang pajak 
menjadi lebih besar, m aka kepadanya dikenakan sanksi adm inistrasi bem pa 
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jum lah pajak yang kurang 
dibayar, dihitung sejak saat berakhim ya penyam paian SPTPD sam pai dengan 
tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.
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B agian  Ketiga 

K etetapan  P ajak  

P asal 9

(1) Dal am  ja n g k a  w ak tu  paling  lam a  5 (lima) ta h u n  se jak  te ru ta n g n y a  
Pajak, K epala B ad an  P en d a p a tan  D aerah  d a p a t m e n e rb itk an  SKPDKB, 
SKPDKBT, d a n  SKPDN u n tu k  P ajak  R esto ran  b e rd a sa rk a n  
p en g h itu n g an  oleh W ajib Pajak.

(2) SKPDKB seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  ay a t (1), d ite rb itk an  d a lam  hal:
a. b e rd a sa rk a n  h a sil P em erik saan  a ta u  k e te ran g a n  lain , P a jak  yang  

te ru ta n g  tid ak  a ta u  k u ra n g  d ibayar;
b. SPTPD seb ag a im an a  d im a k su d  da lam  P asal 7 a y a t (1), tid ak  

d isam p aik an  k e p ad a  K epala B ad a n  P e n d a p a tan  D aerah  dalam  
ja n g k a  w ak tu  te r te n tu  d a n  se te lah  d iteg u r se c a ra  te r tu lis  tid ak  
d isam p a ik an  p a d a  w a k tu n y a  seb ag a im an a  d ite n tu k a n  d a lam  s u ra t  
te g u ra n ;a ta u

c. kew ajiban  m engisi SPTPD tid a k  d ip en u h i.
(3) J u m la h  P ajak  yang  te rc a n tu m  d alam  SKPDKB y an g  d ite rb itk an  dalam  

h a l seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  ay a t (2 ) h u ru f  c, d ih itu n g  seca ra  
ja b a ta n .

(4) SKPDKBT seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  a y a t (1), d ite rb itk an  d a lam  hal 
d item u k an  d a ta  b a ru  d a n /a ta u  d a ta  y an g  sem u la  b e lu m  te ru n g k a p  d an  
m en y eb ab k an  p e n a m b a h a n  P ajak  y an g  te ru tan g .

(5) SKPDN seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  ay a t (1), d ite rb itk an  d a lam  h a l 
ju m la h  P ajak  y an g  te ru ta n g  s a m a  b e sa m y a  d en g an  ju m la h  k red it Pajak  
a ta u  P ajak  tid ak  te ru ta n g  d a n  tid a k  a d a  kred itP ajak .

P a sa l 10

(1) J u m la h  k e k u ra n g a n  P ajak  yang  te ru ta n g  da lam  SKPDKB seb ag a im an a  
d im ak su d  da lam  P asal 9 ay a t (2) h u ru f  a  d a n  h u ru f  b, d ik en ak an  
sa n k s i ad m in is tra tif  b e ru p a  b u n g a  se b e sa r 2 % (d u a  persen) seb u la n  
d ih itu n g  d ari P ajak  yang  k u ra n g  a ta u  te rla m b a t d ibayar, u n tu k  ja n g k a  
w a k tu  pa ling  lam a  24  (d u a  p u lu h  em pat) b u la n  se jak  s a a t  te ru ta n g n y a  
Pajak.

(2) J u m la h  k e k u ra n g a n  P ajak  y an g  te ru ta n g  da lam  SKPDKBT seb ag a im an a  
d im ak su d  d a lam  P asal 9 a y a t (4), d ik e n a k an  sa n k s i ad m in is tra tif  
b e ru p a  k en a ik an  seb e sa r 100% (se ra tu s  persen) dari ju m la h  
k e k u ra n g an  P a jak te rseb u t.

(3) K enaikan  seb ag a im an a  d im ak su d  p a d a  a y a t (2), tid ak  d ik e n a k an  jik a  
W ajib P ajak  m elap o rk an  send iri sebelum  d ilak u k an  
tin d a k a n P e m e rik sa a n .

(4) J u m la h  P ajak  y an g  te ru ta n g  d a lam  SKPDKB seb ag a im an a  d im ak su d  
da lam  P asal 9 ay a t (2) h u ru f  c, d ik en ak an  sa n k s i a d m in is tra tif  b e ru p a  
k en a ik an  seb e sa r 25%  (dua p u lu h  lim a persen) d ari pokok  Pajak 
d itam b ah  san k s i ad m in is tra tif  b e ru p a  b u n g a  seb e sa r 2% (d u a  persen) 
seb u lan  d ih itu n g  d a ri P ajak  y an g  k u ra n g  a ta u  te rla m b a t d ib ay ar u n tu k  
ja n g k a  w ak tu  paling  lam a  24  (dua p u lu h  em pat) b u la n  se jak  s a a t 
te ru tan g n y aP a jak .

(5) SKPDKB d a n  SKPDKBT s e b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  a y a t  (1) d a n  
a y a t  (2 ) ,h a ru s  d ilu n a s i  d a la m  ja n g k a  w a k tu  p a lin g  la m a  1 (satu) 
b u la n  se ja k  ta n g g a l d ite rb itk a n .
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(1) A tas ke leb ih an  p em b ay aran  Pajak , W ajib P ajak  d a p a t m en g a ju k an  
p e rm o h o n an  pengem balian  k e p a d a  B upati.

(2) B upati dal am  ja n g k a  w ak tu  paling  la m a  12 (dua belas) b u la n  se jak  
d ite rim an y a  p e rm o h o n an  pen g em b alian  k e leb ih an  p em b a y ara n  P ajak  
seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), h a ru s  m em b erik an  k e p u tu sa n

(3) A p ab ila  ja n g k a  w a k tu  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  a y a t  (2 ),te lah  
d ila m p a u i d a n  B u p a ti  t id a k  m e m b e rik a n  s u a tu  k e p u tu s a n ,  
p e rm o h o n a n  p e n g e m b a lia n  p e m b a y a ra n  P a ja k  d ia n g g a p  d ik a b u lk a n  
d a n  SKPDLB h a r u s  d ite rb itk a n  d a la m  ja n g k a  w a k tu  p a lin g  la m a  1 
(sa tu ) b u la n .

(4) A pabila W ajib P ajak  m em p u n y ai u ta n g  Pajak, k e leb ih an  p em b ay aran  
P ajak  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), lan g su n g  d ip e rh itu n g k an  
u n tu k  m elu n asi te rleb ih  d a h u lu  u ta n g  P ajak  te rseb u t.

(5) P engem balian  ke leb ih an  p em b a y ara n  P ajak  seb ag a im an a  
d im a k su d  p a d a  ay a t (1), d ila k u k a n  d a lam  ja n g k a  w a k tu  pa ling  la m a  2 
(dua) b u la n  se jak  d ite rb itk an n y a  SKPDLB.

(6 ) . J ik a  pengem balian  k e leb ih an  p em b a y ara n  P ajak  d ila k u k a n  se te lah
lew at 2 (dua) b u la n , B u p ati m em b erik an  im b alan  b u n g a  se b e sa r 2% 
(dua persen) seb u la n  a ta s  k e te rla m b a tan  pen g em b alian  ke leb ih an  
p em b ay aran  Pajak.

P a s a l  11

BAB IV

Bon P en ju a lan  (Bill) d a n  Perforasi (Legalisir) 

B agian  K esa tu

Bon P en ju a lan  (Bill)

P asal 12

Setiap Wajib Pajak, Pajak Restoran dalam m encatat transaksi/penerim aan 
pembayaran atas pelayanan restoran, menggunakan bon penjualan (bill).

Pasal 13

Tata cara penggunaan bon penjualan (bill) diatur sebagai b e rik u t:
a. Bon penjualan (bill) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) dengan w am a 

berbeda dan harus m em uat :
1. catatan tentang pemakaian fasilitas penunjang d an /a tau ;
2. penyerahan pesanan m akanan d a n /a tau  m inum an term asuk juga 

tambahannya;
3. nomor u ru t dan seri;
4. nam a dan alam at usaha;
5. macam, jenis ku an turn, harga satu  an  per item (jenis) dan jum lah harga 

jualjdan
6. jum lah Pajak Restoran yang harus dipungut.

b. Bon penjualan (bill) sebagaim ana dimaksud pada hu ru f a, harus diserahkan 
kepada Subjek Pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jum lah yang harus 
dibayar oleh Subjek Pajak atau  konsumen;

c. Bon penjualan (bill) yang telah dibayar oleh Subjek Pajak a tau  konsumen, 
diserahkan :
1. lembar kesatu, un tu k  Subjek Pajak atau  konsumen;
2. lembar kedua, u n tu k  Kantor Badan Pendapatan Daerah;
3. lembar ketiga, un tu k  Wajib Pajak yang bersangkutan;

d. Bon penjualan (bill) harus digunakan secara beruru tan  dimulai dari nomor bill 
terkecil dan seri hu ru f m enurut alpabet.
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B agian  K edua 

Perforasi 

P asal 14

(1) Setiap Wajib Pajak h a m s menggunakan bon penjualan (bill) yang diperforasi 
(legalisir) terlebih dahulu oleh Badan Pendapatan Daerah.

(2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pem bayaran/ ’’billing” 
tersendiri dengan m engunakan kom puter un tu k  mencetak bon penjualan (bill), 
perforasi (legalisir) bon penjualan (bill) bukan m erupakan keham san.

(3) Wajib Pajak seperti yang dim aksud pada ayat (2), h am s mengajukan 
permohonan un tu k  tidak m engunakan bill perforasi.

Pasal 15

(1) Untuk m enam pung perkembangan teknologi perekam an data  transaksi usaha, 
Wajib Pajak yang menggunakan mesin kas register, dapat mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah un tuk  
dikecualikan/dibebaskan dari kewajiban perforasi bon penjualan (bill).

(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyetujui a tau  menolak permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan 
pertimbangan, an tara  lain peredaran u sah a  dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, 
intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya, dan kapasitas serta 
kem am puan teknis mesin kas register.

(3) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah menyetujui permohonan Wajib 
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak wajib :

a. melaporkan hasil transaksi penerim aan melalui mesin Kas Register secara 
berkala dengan melampirkan print out hasil transaksi pada waktu 
menyampaikan SPTPD, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;dan

b. Wajib menghubungkan mesin kas register dengan sistem pengawasan 
perpajakan dalam jaringan sistem informasi Badan Pendapatan Daerah 
secara online apabila diperlukan.

BAB V
PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

B agian  K esatu  
P enag ihan  Pajak

P asal 16

(l) K epala B ad an  P en d a p a tan  D aerah  a ta u  P ejabat y an g  d itu n ju k  d a p a t 
m e n e rb itk an  STPD u n tu k  je n is  P a jak  y an g  d ib ay a r sen d iri b e rd a sa rk a n  
p e n g h itu n g an  oleh W ajib P a jak  R esto ran , d a lam  hal:
a. d a ri h a sil p en elitian  SPTPD te rd a p a t k e k u ra n g a n  p em b ay aran  

sebagai a k ib a t sa la h  tu lis  d a n  /  a ta u  sa l a h  h itu n g ;

b. SKPDKB, SKPDKBT, S u ra t K e p u tu san  P em b etu lan , S u ra t 
K e p u tu san  K ebera tan , d a n  P u tu s a n  B and ing  y an g  tid a k  a ta u  
k u ra n g  d ib ay ar se te lah  ja tu h  tem po p e m b a y a ra n ;a ta u

c. W ajib P ajak  d ik e n a k an  sa n k s i a d m in is tra tif  b e ru p a  b u n g a  d a n /a ta u  
d enda.
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(2) J u m la h  ta g ih a n  da lam  STPD seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1) 
h u ru f  a  d a n  h u ru f  b, b e ru p a  pokok  P a jak  y an g  k u ra n g  d ibayar 
d ita m b a h  d engan  p em b erian  sa n k s i a d m in is tra tif  b e ru p a  b u n g a  
seb e sa r 2 % (d u a  persen) se tiap  b u la n  u n tu k  pa ling  la m a  15 (lim a belas) 
b u la n  se jak  s a a t  te ru ta n g n y a  Pajak.

P a s a l  17

(1) P a jak  y an g  te ru ta n g  b e rd a sa rk a n  SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
STPD, S u ra t K e p u tu san  P em betu lan , S u ra t K e p u tu san  K ebera tan , d a n  
P u tu sa n  B and ing  y an g  tid a k  a ta u  k u ra n g  d ib ay ar oleh W ajib P ajak  
p a d a  w a k tu n y a  d a p a t d itag ih  d en g an  S u ra t P aksa.

(2) P enag ihan  P ajak  d en g an  S u ra t P a k sa  d ila k sa n a k a n  b e rd a sa rk a n  
k e te n tu a n  p e ra tu ra n  p e ru n d a n g -u n d a n g an .

(3) P enag ihan  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), d ila k sa n a k a n  se su a i 
d en g an  k e te n tu a n  P e ra tu ra n  P e ru n d a n g -u n d a n g a n .

B agian  K edua 

P en g h a p u sa n  P iu tan g  P ajak  

P asal 18

(1) P iu tan g  P ajak  y an g  tid a k  m u n g k in  d itag ih  lagi k a re n a  h a k  u n tu k  
m e la k u k an  p e n ag ih an  s u d a h  k e d a lu w a rsa  d a p a t d ih a p u sk a n .

(2) K edaluw arsa  P enag ihan  P a jak  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), 
te rtan g g u h  apab ila:
a. d i te rb itk a n  S u r a t  T e g u ra n  d a n / a t a u  S u r a t  P a k sa ; a ta u
b. a d a  p e n g ak u an  u ta n g  P ajak  d a ri W ajib Pajak , b a ik  lan g su n g  

m a u p u n  tid a k  langsung .
(3) P en g ak u an  u ta n g  P a jak  se c a ra  la n g su n g  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  

ay a t (2) h u ru f  b, m e ru p a k a n  W ajib P ajak  d en g an  k e sa d a ra n n y a  
m e n y a tak a n  m asih  m em p u n y ai u ta n g  P a jak  d a n  b e lu m  m e lu n asin y a  
k e p ad a  P em erin tah  D aerah .

(4) P en g ak u an  u ta n g  P a jak  se c a ra  tid a k  la n g su n g  seb ag a im an a  d im ak su d  
p a d a  ay a t (2 ) h u ru f  b d a p a t d ik e ta h u i d a ri p e n g a ju an  p e rm o h o n an  
a n g su ra n  a ta u  p e n u n d a a n  p em b ay aran  d a n  p e rm o h o n an  k e b e ra ta n  
oleh W ajib Pajak.

(5) D alam  h a l d ite rb itk an  S u ra t T eg u ran  d a n /a ta u  S u ra t P ak sa  
seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (2) h u ru f  a , k e d a lu w a rsa  P enag ihan  
d ih itu n g  se jak  tanggal p en y am p aian  S u ra t T eg u ran  d a n /a ta u  S u ra t 
P a k sa  te rseb u t.

(6) D alam  h a l a d a  p e n g ak u a n  u ta n g  P a jak  d a ri W ajib P a jak  seb ag a im an a  
d im ak su d  p a d a  ay a t (2) h u ru f  b , k e d a lu w a rsa  P enag ihan  d ih itu n g  se jak  
tanggal p e n g ak u a n  te rseb u t.

BAB VI

KEBERATAN DAN BANDING 

P a s a l  19

(1) W ajib P a jak  d a p a t m en g a ju k an  k e b e ra ta n  k e p a d a  B u p a ti a ta u  P ejabat 
y an g  d itu n ju k  te rh a d a p  SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, 
SKPDN, d a n  pem otongan  a ta u  P em u n g u tan  oleh p ih a k  k e tiga

(2) P en g a ju an  k e b e ra ta n  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  ay a t (1), h a ru s  
d ia ju k an  d a lam  ja n g k a  w a k tu  paling  lam a  3 (tiga) b u la n  se jak  tanggal 
s u ra t  a ta u  tanggal p em otongan  a ta u  P em u n g u tan .

(3) D a lam  h a l W ajib P a ja k  d a p a t  m e n u n ju k k a n  b a h w a  ja n g k a  w a k tu  i tu
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t id a k  d a p a t  d ip e n u h i k a r e n a  k e a d a a n  d i lu a r  k e k u a sa a m n y a , 
p e n g a ju a n  k e b e ra ta n  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  a y a t  (2 ), d a p a t  
d ia ju k a n  d a la m  ja n g k a  w a k tu  le b ih  d a r i  3 (tiga) b u la n .

(4) K ebera tan  d a p a t d ia ju k an  a p ab ila  W ajib P ajak  te lah  m em b ay ar paling  
sed ik it se ju m lah  yang  te lah  d ise tu ju i W ajib Pajak.

(5) D a lam  h a l W ajib P a ja k  m e n g a ju k a n  k e b e ra ta n , ja n g k a  w a k tu  
p e lu n a s a n  a ta s  ju m la h  P a ja k  y a n g  b e lu m  d ib a y a r  p a d a  s a a t  
p e n g a ju a n  k e b e ra ta n  te r ta n g g u h  s a m p a i d e n g a n  1 (sa tu ) b u la n  
se ja k  ta n g g a l p e n e rb ita n  S u r a t  K e p u tu sa n  K e b e ra ta n .

(6) P en g a ju an  k e b e ra ta n  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), 
d ila k sa n a k a n  se su a i d engan  k e te n tu a n  p e ra tu ra n  p e ru n d an g - 
u n d a n g an .

P a s a l  2 0

(1) B upati a ta u  P ejabat yang  d itu n ju k  h a ru s  m em beri k e p u tu s a n  a ta s  
k e b e ra ta n  y an g  d ia ju k a n  oleh W ajib P a jak  seb a g a im a n a  d im ak su d  
da lam  P asal 19 ay a t (1).

(2) D alam  m em berikan  k e p u tu sa n  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  ay a t (1), 
B u p ati a ta u  P ejabat y an g  d itu n ju k  d a p a t m e la k u k an  P em erik saan .

(3) K e p u tu san  B u p a ti a ta u  P ejabat y an g  d itu n ju k  seb a g a im a n a  d im ak su d  
p a d a  ay a t (2 ) h a ru s  d ila k u k a n  d a lam  ja n g k a  w a k tu  pa ling  la m a  12 (dua 
belas) b u la n  se ja k  tanggal s u ra t  k e b e ra ta n  d iterim a.

(4) K e p u tu san  B upati a ta u  P e jabat y an g  d itu n ju k  a ta s  k e b e ra ta n  d a p a t 
b eru p a :

a. m en erim a  se lu ru h n y a  da lam  h a l P a jak  te ru ta n g  b e rd a sa rk a n  h asil 
P em erik saan  sa m a  d en g an  P ajak  y an g  te ru ta n g  m e n u ru t W ajib 
Pajak;

b. m en erim a  sebag ian  da lam  h a l P a jak  te ru ta n g  b e rd a sa rk a n  h a sil 
P em erik saan  seb ag ian  s a m a  d engan  P a jak  y an g  te ru ta n g  m e n u ru t 
W ajib Pajak;

c. m eno lak  d a lam  h a l P a jak  te ru ta n g  b e rd a sa rk a n  h a sil P em erik saan  
sa m a  d en g an  P ajak  y an g  te ru ta n g  d a lam  s u ra t  k e p u tu s a n /k e te ta p a n  
y an g  d ia ju k a n  k e b e ra ta n  oleh W ajib P a ja k ;a ta u

d. m e n a m b ah  b e sa m y a  ju m la h  P ajak  yang  te ru ta n g  d a lam  h a l P a jak  
te ru ta n g  b e rd a sa rk a n  h asil P em erik saan  leb ih  b e sa r  d a ri P a jak  yang  
te ru ta n g  da lam  s u ra t  k e p u tu s a n /k e te ta p a n  yang  d ia ju k a n  k e b e ra ta n  
oleh W ajib Pajak.

(5) A pabila ja n g k a  w a k tu  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), te lah  
lew at d a n  B u p ati tid a k  m em beri s u a tu  k e p u tu sa n , k e b e ra ta n  yang  
d ia ju k a n  te rs e b u t d ianggap  d iterim a.

P a s a l  21

(1) W ajib Pajak  d a p a t m en g a ju k an  b a n d in g  a ta s  S u ra t  K ep u tu san  
K ebera tan  y an g  d ite ta p k a n  oleh B u p a ti seb ag a im an a  d im a k su d  da lam  
P asal 20  a y a t (3) pa ling  lam a  3 (tiga) b u la n  se jak  k e p u tu sa n  d ite rim a  
d engan  d ilam piri sa lin an  S u ra t K e p u tu san  K ebera tan  te rseb u t.

(2) P e n g a ju a n  b a n d in g  s e b a g a im a n a  d im a k s u d  p a d a  a y a t  (1), 
m e n a n g g u h k a n  k e w a jib a n  m e m b a y a r  P a ja k  s a m p a i d e n g a n  1 (satu) 
b u la n  se ja k  ta n g g a l p e n e rb ita n  P u tu s a n  B an d in g .

(3) P en g a ju an  b a n d in g  d ila k sa n a k a n  se su a i d engan  k e te n tu a n  p e ra tu ra n  
p e ru n d a n g -u n d a n g a n .
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(1) J ik a  p e n g a ju an  k e b e ra ta n  a ta u  p e rm o h o n an  b an d in g  d ik a b u lk a n  
sebag ian  a ta u  se lu ru h n y a , ke leb ih an  p em b ay aran  P a jak  d ikem balikan  
d en g an  d ita m b a h  im b alan  b u n g a  se b e sa r 2 % (d u a  p er sen) seb u lan  
u n tu k  pa ling  lam a  24  (dua p u lu h  em pat) b u lan .

(2) Im balan  b u n g a  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  ay a t (1) d ih itu n g  se jak  
b u la n  p e lu n a sa n  sam p a i d en g an  d ite rb itk an n y a  SKPDLB.

(3) D alam  h a l k e b e ra ta n  W ajib P a jak  d ito lak  a ta u  d ik a b u lk a n  sebag ian , 
W ajib P ajak  d ik en a i sa n k s i a d m in is tra tif  b e ru p a  d e n d a  se b e sa r 50%  
(lima p u lu h  p er sen) dari ju m la h  P ajak  b e rd a sa rk a n  k e p u tu sa n  
k e b e ra ta n  d ik u ran g i d en g an  P a jak  yang  te lah  d ib ay ar sebelum  
m en g a ju k an  k e b era tan .

(4) D alam  h a l W ajib P ajak  m en g a ju k an  p e rm o h o n an  b an d in g , san k s i 
ad m in is tra tif  b e ru p a  d e n d a  se b e sa r 50%  (lima p u lu h  p e r sen) 
seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  ay a t (3) tid a k  d ik en ak an .

(5) D alam  h a l p e rm o h o n an  b a n d in g  d ito lak  a ta u  d ik a b u lk a n  sebag ian , 
W ajib P ajak  d ikenai s a n k s i a d m in is tra tif  b e ru p a  d e n d a  se b e sa r 100% 
(se ra tu s  persen) d a ri ju m la h  P ajak  b e rd a sa rk a n  P u tu s a n  B and ing  
d ik u ran g i d engan  p em b ay aran  P ajak  y an g  te lah  d ib ay ar sebelum  
m en g a ju k an  k e b era tan .

P a s a l  2 2

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

P a s a l  2 3

(1) W ajib P a jak  y an g  m e la k u k an  u s a h a  d en g an  om zet p a lin g  sed ik it Rp. 
3 0 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0  (tiga r a tu s  j u t a  R upiah) p e r ta h u n  wajib 
m enyelenggarakan  p e m b u k u a n  a ta u  p e n ca ta ta n .

(2) P e m b u k u an  a ta u  p e n c a ta ta n  seb ag a im an a  d im a k su d  p a d a  a y a t (1), 
paling  sed ik it m e m u a t d a ta  p e n ju a lan  b e se rta  b u k ti p e n d u k u n g n y a  
a g ar d a p a t d ih itu n g  b e sa m y a  P ajak  y an g  te ru ta n g .

P asal 24

(1) B u p ati a ta u  P ejabat y an g  d itu n ju k  berw en an g  m e la k u k an  P em erik saan  
u n tu k  m enguji k e p a tu h a n  p e m e n u h a n  kew ajiban  p e rp a ja k a n  D aerah  
d a n  tu ju a n  la in  d a lam  ra n g k a  m e la k sa n a k a n  k e te n tu a n  p e ra tu ra n  
p e ru n d a n g -u n d a n g a n .

(2) W ajib P ajak  yang  d ip e rik sa  wajib:
a. m em p erlih a tk an  d a n /a ta u  m em inj a m k a n  b u k u  a ta u  c a ta ta n , 

d o k u m en  yang  m en jad i d a sa m y a , d a n  d o k u m en  la in  yang  
b e rh u b u n g a n  d en g an  objek P ajak  y an g  te ru tan g ;

b. m em b erik an  k e se m p a ta n  u n tu k  m em asu k i te m p a t a ta u  ru a n g a n  
y an g  d ianggap  p e rlu  d a n  m em b erik an  b a n tu a n  g u n a  k e la n ca ra n  
P em erik saan ; d a n  /  a ta u

c. m em b erik an  k e te ran g a n  y an g  d ip e rlu k an .
(3) D alam  h a l W ajib P ajak  tid a k  m em en u h i kew ajiban  seb ag a im an a  

d im a k su d  p a d a  a y a t (2), b e sa m y a  P a jak  te ru ta n g  d ite ta p k a n  sec a ra  
ja b a ta n .

(4) K e ten tu an  m engenai ta ta  c a ra  P em erik saan  seb ag a im an a  d im a k su d  
p a d a  a y a t (1), d ila k sa n a k a n  se su a i d en g an  k e te n tu a n  P e ra tu ra n  
P e ru n d an g - u n d a n g an .
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BAB VII 

PENGAWASAN 

Bagian Pertama 

Pasal 25

Pengawasan adm inistratif dilakukan terhadap :
a. S tatus penyelenggaraan u sah a  restoran,
b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan pajak yang tern tang sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Setiap Petugas Badan Pendapatan Daerah wajib m elakukan pengawasan 
dilapangan terhadap

a. Pengoperasian u saha  restoran, term asuk fasilitas yang dijual.
b. Izin u sah a  restoran.
c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
d. Tingkat konsumen restoran

(2) Pengawasan penyelenggaraan u sah a  sebagaimana dim aksud pada ayat (1) ini 
dilakukan u n tu k  menilai sebagai b e r ik u t:

a. Pemilikan m asa berlaku izin;
b. Aspek operasional dari fasilitas penyantapan;
c. Aspek pem bukuan, bill dan tarif restoran;dan
d. Aspek kepatuhan pem ungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.

(3) Apabila dal am melakukan pengawasan sebagaimana dim aksud ayat (1) dan ayat 
(2) diketemukan pelanggaran, petugas wajib m elakukan pengusutan atas 
pelanggaran tersebut.

(4) Apabila dalam m elakukan pengusutan sebagaimana dim aksud pada ayat (2) 
diketemukan data baru (novum), m aka data tersebut dipakai sebagai dasar un tuk  
melakukan tagihan susulan.

BAB IX

KETENTUANPENUTUP 

P a s a l  2 7

P ada  s a a t  P e ra tu ra n  B u p ati ini m u la i b e rlak u , P e ra tu ra n  B u p a ti K arim un 
Nom or 9 T ah u n  2011 te n  ta n g  P edom an T eknis P e la k sa n a an  P e m u n g u tan  
P ajak  R esto ran  (B erita D aerah  K ab u p a ten  K arim un  T a h u n  2011 N om or 09), 
d ic a b u t d a n  d in y a ta k an  tid ak b e rlak u .
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Peraturan  Bupati ini m ulai berlaku pada  tanggal d iundangkan.

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan Peraturan  
B upati in i dengan penem patannya dalam  Berita D aerah K abupaten Karim un.

Pasal 28

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal

BUPATI KARIMUN

u a r i  2019

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 10


